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2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT \_TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

bahwa dalam rangka tertlb adrmmstrasx, akuntablhtas_'i‘",‘}.f:;f;}v[
dan transparan31 pengelolaan Hlbah kepada kOperasl .
o »jyang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanjaf -
. : Daerah serta sebagal tlndak lanjut atas Laporan Hasﬂf,
..:»“Pemerlksaan Badan Pemerlksa Keuangan atas Lapomn'
Keuangan Pemermtah Daerah kabupaten Karanganyar
Tahun 2016 maka Peraturan Bupat1 Karanganyarvx:'
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberxan
: Hlbah dan Bantuan Sosxal yang Bersumber darlvﬂi
' _Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu d1ubah | |
. bahwa berdasarkan pertlmbangan ) sebagalmana o
»_x."-dlmaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan‘;
| »}:"Bupau tentang Perubahan atas Peraturan Bupatl L _ |
}>’::»Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman‘f ) o
':v Pemberlan Hlbah dan Bantuan 8031a1 yang bersumberfj;f""f

dar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

’Undang Undang Nomor 3 Tahun i. 1950 tehtang )
"'_'Pembentukan : Daerah daerah Kabupaten  dalam

. ngkungan Pr0v1ns1 Jawa Tengah

"UPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN |



e

1]

. Undang-Undang Nomor 25 ’i_‘ahun 1992‘-‘v'tentang‘ |
- Pcrkopefasian (Lembaran Negara Republik In'donesia.', i |
 Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
i Republik Indonesia Nomor 3502); v
. Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara' (Lembafan Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara'

* Republik Indones1a Nomor 4286); - _
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang -
. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
N Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran -
: Negara Republik Indone81a Nomor 4355); s
. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
}' ‘Jamman -Sosial Nasional (Lcrnbaran Negara Republik
: _Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tanibahan Lembafan
-~ Negara Republik Indones:a Nomor 4456), N
6. Undang-Undang ‘Nomor 24 Tahun 2007 ‘tentang
.Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
‘ vIndoneSIa Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran |
' ~Ncgara Repubhk IndoneSIa Nomor 4723); )
; Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan . Sosial (Lembaran Negara Republik.

" Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
~Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan :Peraturai_l Peifundang-undangan ‘

: (Leﬁlbarén Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 -

. Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik

Indonesia Nomor 5234);

Undang;Undaing Nomor 17 Tahun 2013 tentang'

Organisasi Kemasyarakatan '(Lembaran Negara Republik

'~ Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomor 5430);



10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.'

. ,Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk'

Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

o Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- -

‘Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua -

Atas Undang—Undang Nomof 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan' Daerah (Lembaran Negara Republik -

" Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran_

11.

12,

Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

. Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

'R“epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.

14.

Peratu’ran Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah V(Ler}hbaran Negara' Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone31a Nomor 5272); ’

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 ‘

 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

15.

Negara Republik Indonesia Tahun 2-016 Nomor 114);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah sebagaxmana telah

diubah beberapa kali terkh;r_dengan,_Peraturan Presiden

" Nomor 4 Tahun 2015 tehtang' Perubahan Keempat atas |

6.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 |

RN
' tentang Pedoman Pengelolaan ‘Keuangan Daerah,

-' , sebagalmana telah d1ubah beberapa kali terakh1r denganv .

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam -

Negeri Nomor 13 Tahun 2006;



17 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011:;"

vtentang Pedoman Pemberian Hlbah dan Bantuan 8031a1““’

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja'

~ Daerah, sebagaimana v:_telah- diubah beberapa kali.

' terakhir déngan Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 :

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

18.

19.

 yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanjav

Daerah; . _
Peraturan Menteri Dalam Negen ‘Nomor 33 Tahun 2012 :
tentang Pedoman * Pendaftaran Organisasi

Kemasyarakatan d1 hngkungan Kementerxan Dalam'-]

»Negen dan Pernermtah Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang PengeSahén Badan Hukum

- Perkumpulan;

20.

Peraturan Menteri Koperasi _dan' Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentangx

' Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial o

~ dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, -

21.

Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga
Pendidikan N on Pernermtah

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentangv

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten -

Karanganyar.  Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan

~ Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 67);

22.

Peraturan Bupati Karangényar ‘Nomor 55 Tahun 2016

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial |

“yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kafanganyar Tahun

2016 Nomor 55);



. Ménetapl{:an

'MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN -

‘BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARANF

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar |

Nomor 55 Tahun 201‘6‘ tentang Pedoman Pemberian Hibah |

Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Daerah‘Kabupatenfl

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

L. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni

angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bubati ini,- yang dimaksud dehgan:
- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar, ‘
| 2. Pemerintah Pusat ‘adalah Premden Republlkv
Indonesia yang memegang kékuasaan pemerintahan
negara Républik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Premden dan menten sebagalmana dlmaksud dalam

Undang—Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1945 v |
3. Pemermtah Daerah adalah kepala daerah sebagal
unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah yang -
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadl kewenangan daerah otonom, v

4, Bupati adalah Bupati Karanganyar, '

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajlban- 5

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemermtahan

' ,‘daerah yaing dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya  segala bentﬁk kekayaan yang

v -béfhubungan dengan hak dan kew_ajiban daerah

tersebut. ‘



. Anggaran Pendapatan “dan }Belanja: Daerah yarig

selanjutnya d1s1ngkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemenntahan daerah yang dibahas dan

disetujui | bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan

Perwakllan Rakyat Daerah, dan dltetapkan dengan’-
peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya :
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang mempunya1 v tugas»

‘melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak-,

sebagai bendahara umum daerah.
Satuan Kerja Pengelola ‘Keuangan - Daerah yang
selanjutnya diéingkat' SKPKD adalah organisasi

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang

_ melaksanakan pengelolaan APBD

Satuan = Kerja Perangkat Daerah yang, selanjutnyé

‘dis‘ingka-t' Perangkat Daerah adalah Organisasi

Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran /barang

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

11.

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan:
keputusan kepaia daerah dan dipimpin oleh sekretaris

daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

‘melaksanakan kébijakan kepala daerah dalam rangkav

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

'pejabat perencaﬁa daerah, PPKD dan ‘pejabat lainnya '}

sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya}v'

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan_

12.
‘disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan -

“anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan ‘

dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku

Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sélanjutnyé;

dan penganggaran yang bcnsl program, keglatan dan

anggaran SKPD



13.

14.

15

16.

~bertujuan  untuk melindungi dari kemungkinan

17.

18.

'dapat memmbulkan potensi texjadlnya kerentanan

Dokunien : Peiaksahaan Anggaran | PPKD »yarvlg
selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen

~ pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengélolaari

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

selaku Bendahara Umurn Daerah. .

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yarig' -
SelanjutnYa disingkat DPA-SKPD nierupakan dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh :

pengguna anggaran.

. Hibah: -adalah pcmberlan uang/barang atau Jasa darl |

Pemerintah ° Daerah kepada ~ pemerintah atau
Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan drganisasi kemasyarakatan', yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
‘bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah. | |

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa, o

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat | yahg

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

térjadinya resiko soé.ial.v '

Bantuan Operasxonal Sékolah yang selanjutnyé
dlsmgkat dengan BOS adalah dana yang digunakan
terutama untuk biaya non personalia bagi satuan |
pendi_dikén dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar dan dvapat- dimungkinkan untuk mendanai
b_eberépa kegiatan lain sesuai kétentuan:peruhdang- |

undangan.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang .

vsosml yang ditanggung oleh individu, Kkeluarga,

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak Krisis

sosial, krisis ekonomi, Krisis politik, fenomena alam




 Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak .

- 19,

dan bencana alam yang jiké.ttidak diberikan belanja

dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sélgnjutnya d-i}singk_'atv
NPHD - adalah naskah perjanji_an Hibéh yaﬁgﬂ
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima

- Hlbah

20.

Orgamsa31 Kcmasyarakatan yang selan_]utnya disebut -

;ernas adalah organisasi yang dldmkan dan dzbentu_k

oleh 'masyarakat secara sukarela berdasai*kén

kesamaan aspirasi,  kehendak, kebutuhan,

' kepentirigan,‘ kegiatan, “‘dan tujuan untuk

berpartls1pas1 dalam pembangunan derm tercapamya

"tujuan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia yang

' berdasarkan Pancasﬂa

21,

Koper331 adalah badan usaha yang beranggotakan‘

- orang-seorang atau badan hukurn Koperasi dengan

. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 6 disisipi 1 (satu) ayat

melandaskan keglatannya berdasarkan  prinsip
Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasar atas asas kekeluargaan.

baru yakru ayat (Sa), sehmgga Pasal 6 berbunyl sebaga1
berlkut o

(1)

‘Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pl,isat sebagaifnana

_”dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada

@

satuan kerja dari kementerian/lembaga :pcmerintah

non kementerlan yang W11ayah kerjanya berada dalam

 daerah yang bersangkutan

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana -

’,dimaksud dalam Paéal 5 huruf b diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

: sebagalmana dlamanatkan peraturan perundang-

~undangan.



@)

(4)

(5)

(S5a) Badan dan lembaga yang ber31fat mrlaba, sukarela

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam

rangka untuk meningkatkan -pelayanan kepada -

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan =

perundang-undangan. , ‘ ‘
Hibah kepada Badan ‘Usaha Milik Daerah
‘sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
yang diterima Pemeriritah Daerah dari Pemerintah -
Pusat sesuai derigan kétentuan peraturan 'pé’ru‘n‘dang- kY

undangan.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagalmanaif‘ :

dxmaksud dalam pasal 5 huruf d dlbenkan kepada'_'_‘

Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang

dibentuk  berdasarkan ‘peraturan  perundang- -
- undangan; |
b. yang bersifat nlrlaba, sukarela dan 3031a1 yang |

telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar ‘yang

~diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur B

atau Bupatl,

c. yang bersifat riirlaba, ‘sukarela dan sosial ‘:

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ o

kesatuan- kesatuan masyarakat “hukum adat

~ sepanjang masih hldup dan sesuai de'ngén

perkembangan masyarakat dan keberadaannya_ B

diakui oleh pemermtah _pusat  dan/ atau
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau |
Hpenétapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala ~ SKPD . terkait _sesu-aii dengan -

kewenangannya, atau

dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan’ B
perundang— undangan sebaga1mana dlmaksud pada
ayat (5) huruf a termasuk dldalamnya koperasi yang

berkedudukan di Daerah dan memiliki status badan



- . K

. R pemndang-undangan '

‘v (6) ; Hlbah kepada Orgamsam Kemasyarakatan yang o
| berbadan hukum Indonesm sebagalmana ‘dimaksud o
o dalam Pasal 5 huruf d dlbenkan kepada Orgarusas;_;
. N _Kemasyarakatan yang berbadan hukum Yayasan":”’""'
. f/berbadan hukum | Perkumpulan yang telah,g':

. "v”bmendapatkan : pengesahan badan hukum darxf{:v_}”’f:-ﬂb S

R undangan

3 Dlantara BAB III dan BAB IV d1s131pkan 1 (satu) BAB baru

yakru BAB IIIB sehmgga berbunyl sebagal berlkut

| ,_ BAB IIIB
HIBAH KEPADA KOPERASI

Bagxan Kesatu -

Kr1ter1a Koperas1 DU

(1) Dalarn rangka mendorong pertumbuhan ekonom1

Hlbah kepada Kopera31

(2) Kopera31 penerlma Hlbah hams memcnuhl krlterlaj;.'ﬂ“'f: T

- sebagal berlkut

o ‘_‘vKabupaten Karanganyar, dan E

R ;ketentuan Peraturan Perundang undangan

o ..*.;h'ukun'i ¥ kOperaSi sesua1 ' 'ketentuan’:» ~ peraturan’ .

kementenan yang membldangl urusan hukum dan’:.i- DY

o hak asa51 manu31a sesua1 peraturan perundang— R

o masyarakat Pemermtah Daerah dapat memberlkan':{_; -

a.*»' merupakan Kopera31 yang' berkedudukan d1

b berstatus badan hukum Kopera51 sesuai dengan ‘::”‘{ o



- Bagia‘n Kedqa :
Bentuk Hibah

Pasal 22B
(1) Hlbah kepada Kopera51 dapat berbentuk uang, barang .
dan/ atau jasa.
(2) Hibah ‘berupa uangx dibatasi sai'npai dengan |
'Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Hibah sebagaiimana dimaksud pada 'ayat: (1)'.
| dipergqnakan untuk pengembangan usaha Koperasi. H _
(4) Dalam hal koperasi penerima hibah bergerak di bidang -
usaha - 31mpan plnjam maka dana ‘hibah yang'_
- dlsalurkan kepada anggota kopera31 hanya dapat'v 3
~dipergunakan —untuk modal/ pengembangan usahaf'
kecﬂ/ mikro dan dllarang dlpergunakan untuk tujuan
konsumtif. o |
(5) Penggunaan hibah dilarang untuk:
a. biaya operasional; ,
b rehab/ pembangunan gedung kantor
‘ c. pembelian kendaraan; dan

d. pembelian aset tanah dan / atau barigunan.’ "

, Pasal 22C

Koperasx penerxma Hlbah harus memenuh1 persyaratan

sebagal berikut:

a Koperasi Pruner yang telah berbadan hukum mlmmal
- 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta
- pendirian dan képutusan tentang Pengesahan Bada“n'

Hukum Koperasi séfta tidak termasuk ,golbngvan':'
koperasi mandiri sesuai v'keten‘tua"n peraturan -
perundang-Undangari‘ | | - :

b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut- turut



c. belum pernah menenma bantuan dana sejems atau
sudah pernah ‘menerima rmmmal 2 (dua) tahun
sebelumnya, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan tertulis dan Pengufus Koperasi yang -

: bersangkutan | v

d. memiliki = perangkat orgénisasi ~yang terdiri dari
" pengurus dan pengawas dengan periode yang masih
" berlaku dan dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang

- berwenang, , , ‘

e. memiliki daftar anggota yang Jelas dan berdormslh ch
;}w1layah Daerah

f. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas
~dalam wilayah Daerah,v serta sarana kerja yang
- memadai; o " |

g. profil koperasi calon penerima hibah yang berisi data
fkelembagaan, usaha, dan keuangan dalam krlterla
sehat; ) _ | -

h. 'memlhki" rekéning Bank yang ditunjuk oleh
Pernerihfah Daerah yang . masih aktif atas nama
: koperasi; dan - | o

i. memenuhi persyaratan penenma Hibah sesuai dengan

‘ ketentuan peraturan perundang-undangan

4 D1antara Pasal 45 dan Pasal 46 dlslsxpkan 1 (satu) Pasal’
~ baru yakni Pasal 45B, sehmgga Pasal 45B berbunyi sebagal
berikut: |

Pasal 4SB
Dengan berlakunya Pératuran Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Karanganyar‘. Nomor 82 Tahun 2016 tentaﬁé
Pedoman Perﬁberian Hibah Kepada Koperasi yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomof
82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal ’ 

S dlundangkan

Ageirv : 'setiap' orang mengetahumya - memermtahkan Lo T

| _pengundangan Peraturan Bupatl 1n1 dengan penempatannyaf- fj ST

:f;dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan d1 Karanganyar : | ;, !‘ff:,
pada tangga] o : R T
BUPATI KARANGANYAR

© JULIYATMONO

L '__f».Dlundangkan d1 Karanganyar C o

- pada tanggal

o SEKRETARIS DAE RA

s  3 .;:BERITA:DAERAH‘KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN © NOMOR




 BUPATI KARANGANYAR o
movmsr JAWA TENGAH_‘» e
o _ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .

- NOMOR 95 TAHUN ZOI“Z R
TENTANG '

i .'-,.TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL’ L

PENDAPATAN PADA PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEPARIWISATAAN PADA WANAWISATA PUNCAK LAWU, SEKIPAN, DAN o

PRINGGODANI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU
) HU’I‘AN SURAKARTA ' '

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR '

Memmbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10

. Surakarta Nomor 522. 2/48/PKS/XIL /2016 dan Nomor

2 ayat 5) Per;anpan Kerjasama antara Pemenntah S
| Kabupaten Karanganyar dengan Perhutam v KPH

1_021044 3/PKS/Sm/D1wMateng/2016  tentang
 Pelestarian. Hutan dan Pengelolaan KepaﬂWlsataani
. Pada Wana Wlsata Puncak Lawu, Seklpan’ ‘dan .
»,Prmggondam perlu’ mcnetapkan tata  cara dan" a

pertanggun'awaban bagx hasd pendapatan padaa ST

: 'pelaksanaan ker]asama dengan Perum Perhutam KPH
,Surakarta dcngan B Pemenntah 7:_’- Kabupaten" AR

' vi"“Karanganyar, g
: dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan -

o fPertanggung Jawaban Bagi Hasﬂ Pendapatan Pada’ o

- Pclaksanaan Kegasama Pengelolaan Kepanmsataan
__ 'pada Wana Wxsata Puncak Lawu, Seklpan, dan
o ‘Prmggodam | antara - Pemcnntah ~ Kabupaten

e

| b. ?‘ bahwa berdasarkan pernmbangan v sebagannanav'

'Bupatl tentang Tata Cara Pengelolaan - dan:' -



Mengingat

: _1.

[

Karanganyar dengan Perum Perhutani Kesatuan

Pemangku Hutan Surakarta;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenthng
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

:_.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

| Tahun 2014 tchta_ng Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negam
Repubhk Indonesia  Tahun 2005 Nomor 147);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara chubhk Indonesia
Nomor 4761); |

Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

'sebagalmana tclah dmbah dcngan Peraturan Menteri

Dalam Ncgerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan ‘Menteri Dalam - Negen
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah v

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 22 Tahun



, Mengtépkén -

2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kéljasama
Daerah; ‘ '
- MEMUTUSKAN:

: PERATURAN  BUPATI TENTANG TATA - CARA

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI
HASIL PENDAPATAN PADA PELAKSANAAN KERJASAMA

. PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN PADA  WANAWISATA

PUNCAK LAWU, SEKIPAN, DAN PRINGGODANI ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR »DENG‘AN

PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN
' SURAKARTA. | |

BABI |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ’

‘Dalam peraturah Bupati ini yang}dimaksud dengan:
~ 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
penyelenggara unsur Pemerintahan -Daerah yang
memnnpm urusan pelaksanaan urusan pcmenntahan

yang menja(h kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar

4. Dinas Panvvlsata Pcmuda dan Olahraga yang
selanjutnya dlsmgkat stparpora adalah Dinas
Pariwisata, - Pemuda dan Olahraga Ka_bupatcn
Karanganyar. o - " |

5. Kepala Dinas adaléh kepala Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Karénganyar. '

6. Badan Keuangan Daerah yang s‘elanjutnya? disebut

BKD adalah Badan Keuangan ‘Daerah Kabupaten

haranganyar

7. Desa adalah Desa Gondosuh dan Desa Gumeng
- 8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gondosuli

dan Pemermtah Desa Gumeng



ey e

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondosuh dan Kepala

Desa Gumeng.
10. Kelurahan adalah Kelurahan Blumbang dan Kelurahan
- Kalisoro. ’

1L Lurah adalah Lurah Blumbang dan Lurah Kahsoro

12, Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya
~ disebut LMDH adalah Lembaga Masyarakaﬁ Desa
Hutan' Desa Gondosuli, Desa Gumeng, Kelurahan
Blumbang dan Kelurahan Kahsoro ‘ _ :
13.‘ Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu " sistem ’yazllg
meliputi tata cara pembagian hasil usaha kexjasaizia .
pengelolaan Wana Wisata Puncak Lawu, Sekipan dan
Pringgondani antara Pemerintah ’; Kabupaten
‘Karanganyar dengan Perum Perhutani KPH Surakarta.
14.Wana Wisata adalah Wana Wisata Puncak Lawu,
- Sekipan, dan Prmggondam , v
15.Kas Umum Daerah adalah rekening' tempat
pcnylmpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

 16.Kesatuan Pemangkuan Hutan yang selanjutnya

disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat " |

dikelola secara efisien dan lestari.

17.Pendapatan Bersih adalah pendapatan yang diterima

dari hasil pengelolaaxi Wana Wisata setelah dikurangi

pajak, retribusi dan b1aya asuransi sesuai ketentuan' .

peraturan perundang—undangan



w

(2)

@

@

5)

BAB II |
SUMBER PENDAPATAN DAN BIAYA
'PENGELOLAAN WANA WISATA

_ Pasal2 v - ‘
Sumber pendapatan pengelolaan ‘v Wana Wisata
merupakan pendapatan yang diterima dari hasil
pengelolaan Wana Wisata di luar pajak, retribusi dan
biaya asuran31 | A . |
Sumber pendapatan pengelolaan . Wana Wisata
sebégaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: |
a. penerimaan pendapatan karcis tanda masuk;

b. persewaan kios; | |
parkir; B
. pemakaian toilet;

persewaan villa;

me oA

penyelenggaraan event khusus di Wana Wisata;
‘dan v | |
g. sumber pendapatan Iamnya.

Pa_;ak dan retribusi sebagaxmana dn'naksud pada ayat

(1) antara lain:

a. pajak hiburan; |

b. pajak restoran; dan -

c. | retribiisi kebei'sihmi.-j

Pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana
dimaksud pada éyat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan ‘

Blaya asuransi sebagannana dxmaksud pada ayat (1)
dxtetapkan sebesar Rp250,00 {dua ratus lima puluh
rupiah) per lembar karcis tanda masuk.



Pasal 3

».t_.BiaYa Pengelolaan Wana Wlsata men_}adl tanggung Jawab S

B " B v;. pemenntah Daerah yang dlaiokamkan dala.m Dokumen'
o ‘i--_Peiaksanaan Keglatan pada Dlsparpora sebesar 15% (hma
. belas perscn) dari 65% (enam puluh hma Pefsen) baglan R
o pendapatan bers.lh Pe'nermtah Daerah B

BAB Ill

) L ITTO I PUNGUTAN PENDAPATAN

L Bagxan Kesa*u
Besaran Pungutan Pendapatan
PR Pasal 4

: ',: '_>(1] Besaran bzaya karcxs tanda masuk Wana Wlsata": Lol

sebageumana dlmaksud dalam Pasai 2 ayat (2) huruf a;_vv :

pada saat P"ratu"an Bupah ini dltctapkan sebagal .

v bcnkut - AR
- a pada Puncak Lawuyaxtu , . o
1) hanan sebesar RpS 000 00 [hma nbu ruplah) per' c

a orang, o e

2) mendaki ké" : Puncak " Lavrvi; : Sebesar"z .

S Rp15 OOO 00 (hma belas nbu rupxah) per orang,
b pada Sekxpan ya.ltu ’

11‘) . hanan sebesar Rp7 500 00 (tUJuh nbu hma ratus;» e

o ruplah) per orang, S

. 2) berkemah  pada Sekxpan Sebesar,

L : Rpi() 000,00 (sepuluh nbu ruplah) per orang, _
3) _berkemah leblh dan satu malam pada Sekipan"”
o dlkenakan kenalkan tambahan biaya sebesar
RpS 000 OO (hnia nbu mplah) per. malam per
o orang,..‘ _ o R . |
b"‘.':»pada Pnnggodam sebesar RplO 000 GO (sepu_luh
:nbu ruplah) pcr orang _ P '



o (2) Besaran blaya sewa kios snbagam'*ana dlmalfsud dalam.,
Pasal 2 ayat {2) huruf b pada saat Peraturan BuPatl In‘j . |
dltetapkan ‘sebesar Rp40 0()0 - (empat pul uh nbu R

ruplah) per k:os per bulan

_'}'(3) Besaran blaya parku' sebagajmana dunaksud dalam ,

Pasal 2 ayat (2) huruf C pada saat Peraturan Bupatl mi R ::

dltetapkan, dttetapxan sebaga: benkut

L a. hanan roda dua scbesar Rp2 000, 00 (dua 1‘131711_?"_1".‘vf’”_j B

o _rupxah) per kendaraan, -

b, harian roda empat Rp3. 000 00 (tiga nbu ruplah) per L

o kendaraan,

c;- bemalam roda dua Rp4 OOO 00 (emp at rxbu mpiah) - .

bper kendaraan

.},'d-'iv.,bermalam roda empat RpS 000 00 (hma nbuv S

- ruplah)per kendaraan

. (4) Besaran bxaya pemak&an *oﬁet S“bagaxmana d:r".al’sud . L
| dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada saat Peramran o

Bupatl ini dxtetapkan, sebesar Rpl -000 00 (senbu

mplah) per orang

~ (5)Besaran b:aya sewa vﬂla sebagalmana dxmaksud da]am R
. pasal 2 ayat (2) huruf e pada saat Pel‘aturan Bupan i ‘. o ‘. |
dltetapkan sebeaar RplOO 0{)0 00 (seratus nbu I'Uplah) T

Cpermalam.

o v(6) Bcsaran blaya penyelenggaraan event khusus dan_

o sumber pendapatan lamnya sebagmmana d:maksud»‘._" i
| v} dalam Pasal a}'at (2) huruf f dan huruf g ditetapkan . ”

berdasarkan kesepakatan Pemcnntah Dacrah dengan'
- pxhak terkaut sesua1 ketentuan peraturan perundang—“

undangan | |
: ‘ e~ ~\\ e



(7) Besaran blaya penggunaan fasﬂltas/sarana dan-' |

- berdasarkan kesepakatan antara Pemermtah Daerah
v vdengan plhak Perum Perhutam KPH Surakarta yang

dltetapkan dalam pcrjanjlan ker_]asama sesuai

" ketentuan peraturan perundang-undangan L

Baglan Kedua

Petugas Pemungut Pendapatan S

Pasal 5

:(1] Pemungutan pendapatan B pada . Wana' Wlsata;fi

dlkOOI‘dlnaSI oleh seorang Pegawal Negerl Slpll yang o

dltetapkan sebaga1 koordmator lapangan

.:.j(zl Pemungutan pendapatan dllakukan “oleh petugas o
v pemungut pendapatan yang merupakan pegawal Yan g v

o dlangkat dan dltugaskan dengan surat tugas khusus‘

- oleh Kepala Dlsparpora :j AR

Baglan Ketlga o
Tata Cara D1str1bu31

S
|

Pasal 6

: (1) DlStI‘lbUSl Bag1 Hasil Pendapatan untuk Perum S
" Perhutani KPH Surakarta dllaksanakan oleh Kepala :“-“:; R

‘».'_v-f'fprasarana penunjang Wana - Wlsata sebagalmana:fr,}
v dlmaksud pada ayat (1), ayat ,,(2)’ aYa,t (3), ayat ( 4) dan | .
"ayat (5) dapat ’ ditinjau kembali atau ‘dises'uaikan: .

.Dlsparpora ., selaku Pengguna An ggaran d_an R

fdlsalurkan ' secara langsung - atau melalu1 |
pemmdahbukuan/ transfer rekenmg dari Bendahara
‘Penenmaan ‘ Dlsparpora : kepada . Bendahara

o _‘Penerlmaan yang dltunjuk oleh Perum Perhutam’

" KPH Surakarta B



-(2) DlStI’lbU.Sl Bag1 Hasﬂ Pendapatan untuk LMDH o

o dana pembangunan dan pemehharaan, Pemerlntah S

- ’Desa/ Kelurahan dlsalurkan melalm rnekamsme’"i B

: "_’-Anggaran Pendapatan dan BeIan_]a Daerah.

Pasal 7

D1str1bu31 Bag1 Hasﬂ Pendapatan untuk LMDH dana v' o

"vpembangunan : ;,dan pemehharaan | Pemermtah;: X

L 'Desa/ Kelurahan sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 6

L 1ayat (2) dllaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut: k -
: a. Bagl Hasﬂ Pendapatan untuk LMDH dlberlkan;.:;‘

e dalam bentuk kewayban Pemermtah Daerah

E b. ,Bagl Hasﬂ Pendapatan untuk sarana dan prasaranav o

dlberlkan dan dlanggarkan dalarn bentuk keglatan -‘  __ I

| ‘pada Dlsparpora,

o C Bagi Hasil Pendapatan untuk Pemerlntah Desa

LI d1ber1kan melalm dana transfer kepada Desa dan "

d Bag1 Hasﬂ Pendapatan untuk Kelurahan d1ber1kanv_

dan dlanggarkan dalam bentuk kegzatan melaluxi”v

- :Dokumen ‘ Pelaksanaan Anggaran ) Kecar‘na_tan" s

o :Tawangmangu

Pasal 8 1 o

: Dalam hal terdapat perubahan rekenmg atas nama” ,,

i _.Perum Perhutam KPH Surakarta Pemerlntah Desa atau S o

o :LMDH masmg masmg wa_]1b mengmformamkan kepada o

| » -Bupatl melalu1 Kepala Dlsparpora

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
S RSV léésawf T
B Pértanggurigjawa‘bban: " - Bagi" : vHas‘ill Pendapatan e

d1Iaksanakan 'v"‘sesuval dengan ketentuan peraturan

o : fperundang»undangan yang berlaku




| BABV |
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. | o
Agar setiap orang mcngctahuiny_a, v ,memerintahkan‘

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten

- Karanganyar.

Ditetapkan d1 Karanganyar
pada tanggal 1~ %IW &0/7\

v BUPATI KARANGANYAR »

~ JULIYATMONO

Diuncféngkan d1 Kafanganyar

pada tanggal 17 Oktober 2017
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATED

BERITA DAERA

MARANGANYAR,

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 95



